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Perumahan dengan konsep Islami berkembang sangat pesat, bahkan saat pandemi Covid 19. 
Tidak adanya konsep baku tentang perumahan Islami memunculkan berbagai macam model perumahan 
Islami. Tak jarang perumahan Islami hanya dimaknai sebagai perumahan dengan transaksi tanpa  riba. 
Padahal sebagai salah satu  bagian dari aktivitas ekonomi dan kebutuhan dasar seorang Muslim, 
pengembangan perumahan harus diarahkan untuk mencapai falah yang terangkum dalam 
terwjudnya Maqasid Syariah. Karena itu kajian ini bertujuan untuk menganilis perumahan 
Islami terbesar di kota Malang, De Prima, dengan menggunakan perspektif Maqasid Syariah. 
Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif - konseptual, penelitian menemukan bahwa pada 
secara umum perumahan De Prima telah melakukan pengembangan perumahan Islami sesuai 
dengan maqasih syariah. Konsep Islam tidak hanya diaplikasikan dalam transaksi pembiayaan 
tanpa riba, melainkan juga pada seluruh proses  pengembangan perumahan. Selain itu kajian 
juga  menemukan bahwa penjagaan terhadap agama (hifdz-al-Din) terimplementasikan dengan 
baik. Sedangkan penjagaan terhadap jiwa / kehidupan (hifdz al-Nafs) tidak terealisasi dengan 
baik. Ini terlihat dari tidak adanya fasilitas kesehatan yang memadai, baik di dalam perumahan 
maupun diluar perumahan yang dapat dijangkau dengan cepat. 
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ABSTRACT 
Residence with an Islamic concept developed very rapidly, even during the Covid 19 
pandemic. The absence of a standard concept of Islamic Residence gave rise to various types of 
Islamic Residence models. Not infrequently Islamic Residence is only interpreted as Residence 
with transactions without usury. Whereas as a part of economic activity and the basic needs of a 
Muslim, Residence development must be directed to achieve falah which is summarized in the 
realization of Maqasid Syariah. Therefore, this study aims to analyze the largest Islamic 
Residence in the city of Malang, De Prima, using the Maqasid Syariah perspective. By using 
qualitative - conceptual research methods, the study found that in general De Prima Residence 
has developed Islamic Residence in accordance with Islamic maqasih. The concept of Islam is 
not only applied in financing transactions without usury, but also in the whole process of 
Residence development. In addition, the study also found that the protection of religion (hifdz-al-
Din) was well implemented. While the protection of the soul / life (hifdz al-Nafs) is not realized 
properly. This can be seen from the absence of adequate health facilities, both inside and outside 
Residence that can be reached quickly. 
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A. Pendahuluan 
Perkembangan bisnis properti syariah saat ini menunjukan tren positif. Bisnis ini bahkan 
terbukti tidak terpengaruh krisis dan pandemi Covid 19. Arief Gunawan Sungkar, Ketua Umum 
Asosiasi Developer Properti Syariah (ADPS) memaparkan bahwa properti syariah tumbuh 
eksponensial selama periode pandemi Covid-19 (Lubis, 2021) . Minat masyarakat terhadap 
perumahan dan properti berbasis syariah juga terus meningkat. Dan saat ini tren perumahan 
syariah tengah berkembang di hampir setiap daerah. Pertumbuhanya lebih dari 10 persen 
Perkembangan itu menurut wasekjen Realestate Indonesia (REI) juga didorong banyaknya 
pengembang yang beralih ke bisnis syariah. Anggota REI saja yang hijrah ke bisnis properti 
syariah sejauh ini ada sekitar 2.000 (Budiman, 2020). Belum lagi pengembang yang memangh 
dari awal fokus pada pengembaangan perumahan syariah. 
Namun dibalik tren positif tersebut, konsep baku mengenai perumahan Islami, baik 
secara teoretis maupun praktis, belum ada. Sehingga dilapangan ada banyak sekali model 
perumahan Islami. Masing-masing pengembang perumahan menawarkan dan mengembangkan 
perumahan Islami berdasarkan pemahaman dan kreatifitas masing-masing. 
Ada perumahan yang menerjemahkan konsep Islami pada bentuk desain rumah dan 
lingkungan. Dinding dengan ornamen kaligrafi, adanya musholla in door, ada keran  khusus 
wudhu, kamar mandi yang tidak menghadap kiblat dan semacamnya. Di lingkungan kompleks 
perumahan biasanya dilengkapi dengan.masjid, taman pendidikan al-Qur’an, kolam renang yang 
ada pemisah antara pria dan wanita dan sebagainya. Bahkan ada pengembang yang mewajibkan 
penghuni beragama Islam, melarang penghuninya merokok dan penghuni perempuan harus 
menutup aurat (Kompas online, 2009). Tapi di sisi lain ada pengembang yang walaupun dalam 
transaksi pembiayaan menggunakan sistem syariah, namun propertinya bisa dimiliki kalangan 
non Muslim. Alasanya, Nabi muhammad SAW juga melakukan muamalah dengan non Muslim 
(Kompas, 2018). 
Bahkan dalam masyarakat muncul pemahaman yang memaknai bahwa konsep 
perumahan Islam hanya pada aspek transaksi kepemilikan, khususnya pada skema pembiayaan 
atau proses transaksi pembayaran saja. Terkait bagaimana legalitas ada transaksi pembiayaan, 
realisasi pembangunan hingga serah terima kunci. Sehingga transaksi tanpa riba, tanpa bunga, 
tanpa denda seolah menjadi platform baku perumahan Syariah. Bahkan untuk memastikan 
realisasi transaksi dengan platform tersebut banyak pengembang yang tidak menggunakan jasa 
produk perbankan walaupun berlabel Syariah(Firmansyah & Gunardi, 2018). 
Padahal sebagai bagain dari aktifitas ekonomi dan salah satu dari kebutuhan pokok 
seorang muslim perumahan dan pengembanganya seharusnya juga harus merujuk pada tujuan 
dan nilai-nilai ajaran Islam. Umer chapra mengemukakan bahwa tujuan dari semua aktifitas 
ekonomi, adalah tercapainya kesejahteraaan manusia yang terkonsepsikan dalam term falah dan 
hayat thayyibah (good life). Untuk merealisasikan falah tersebut dibutuhkan adanya pemenuhan 
kebutuhan dasar manusia yang terkumpul dalam Maqasid Syariah (tujuan syariah) yaitu  
terpenuhi atau terjaganya iman (faith), hidup (life), intelektual (intellect), keturunan (posterity) 
dan harta/kekayaan (wealth)(Chapra, 1995, hlm. 7). 
Karena itu pengembangan properti apapun itu, baik perumahan, pergudangan, apartemen, 
pertokoan dan lainya seharusnya diorientasikan untuk mewujudkan falah yang direalisasikan 
dengan terpenuhinya kelima kebutuhan dasar manusia yang terkandung dalam Maqhasid 
Syari’ah (P3EI, 2014, hlm. 6). Pendeknya, keseluruhan pengembangan properti, mencakup 
semua aspek kegiatan dalam bisnis property secara umum dan pengembangannya harus mengacu 
kepada tujuan syariah, yaitu terpenuhinya lima hal, yaitu hifdzu dien (terjaganya agama) hifdzu 
nafs (terjaganya jiwa), hifdzu aql (terjaganya akal), hifdzu nasl (terjaganya keturunan) dan 
hifdzul maal (terjaganya harta).  
Sayangnya, tidak banyak pengemabang properti, khususnya perumahan, yang secara 
serius menjadikan konsep Maqhasid Syari’ah sebagai dasar dan tujuan dalam pengembangan 
perumahan. Padahal maslahat dalam  Maqhasid Syari’ah adalah standar yang telah banyak 
dipakai dalam mengidentifikasi perspektif Islam dalam berbagai bidang, termasuk aktifitas 
ekonomi dan kesejahteraan (ANTO, 2011; Mukhibad, 2019; Rafikov & Saiti, 2017)  
Karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek pengembangan 
perumahan Islami di Kota Malang dalam perspektif Maqhasid Syari’ah. Perumahan de Prima 
sebagai obyek kajian merupakan perumahan Islami terbesar di kota Malang yang dikembangkan 
oleh pengembang yang terpilih menjadi ―Developer Terbaik 2021‖ dalam ajang Developer 
Properti Syariah Award 2021  (Primaland, 2019). Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi 
perspektif alternatif dalam pengembangan perumahan Islami. Selain itu  juga diharapkan dapat 
memperkaya konsep teoretis perumahan Islami atau perumahan syariah. 
B. Perkembangan konsep Maqasid Al-Shariah: dari sampai  Framework 
Maqasid al-Shari`ah, yang pada umumnya dimaknai sebagi maksud atau tujuan syariah 
(hukum Islam), merupakan aspek integral dari hukum Islam. Konsep Maqasid al-Shari`ah kini 
banyak digunakan sebagai salah satu ukuran utama dalam perumusan fatwa terkait transaksi 
bisnis syariah, dan juga pengawasan dan kinerja lembaga keuangan syariah (Mukhibad, 2019). 
Jasser Auda bahkan mengemukakan bahwa Maqasid al-Shari`ah merupakan salah satu metode 
paling penting saat ini untuk melakukan reformasi dan pembaruan Islam (Auda, 2007). 
Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), salah satu ulama ushul fiqh terkemuka, mempercayai 
bahwa secara umum selalu ada rasionalitas hukum (Ta'lil al-Ahkam) di balik setiap hukum yang 
ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan Hadist (al-Ghazali, 1413, hlm. 286). Artinya, setiap 
ketentuan hukum yang lahir dari kedua sumber hukum tersebut selalu memiliki tujuan 
(maqasid). Maqasid diyakini dapat mengungkapkan maksud dan gagasan utama Tuhan yang 
tersembunyi di balik kata-kata yang tertulis dalam kitab suci (nash). Karena itu, maqasid juga 
menjadi dasar untuk memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan melalui aturan-aturan-Nya 
bagi makhluk-Nya (Thahir, 2019, hlm. 39). 
Menurut Jasser Auda, konsep al Maqasid terkait dengan konsep maslahah. Keduanya  
berkembang bersamaan seiring dengan perkembangan ilmu ushul fiqh. Pada awalnya banyak 
ulama klasik menyamakan konsep al Maqasid sama dengan maslahah. Seperti Abdul Malik Al-
Juwaini (w. 478 H/1185 M) yang pertama kali memulai pengembangan teori al-Maqasid. Al-
juwaini menggunakan istilah al Maqasid dan al-Mashalih al-Ammah (maslahat-maslahat publik) 
sebagai sinonim. Kemudian Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111M) mengelaborasi lebih 
lanjut karya al-Juwaini dengan mengklasifikasi al-Maqasid dan memasukkannya di bawah 
kategori al-Mashalih al-Mursalah atau maslahat maslahat lepas yang tidak disebut secara 
langsung dalam teks suci baik al-Qur’an maupun hadis. Istilah yang digunakan al-Ghazali 
kemuadian diikuti oleh Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H/ 1209 M) dan Al-Amidi (w.631H/1234 M) 
(Auda, 2007, hlm. 3). 
Najmuddin al-Tufi (d. 606H/1209 M) kemudian mendefinisikan maslahah sebagai 
perantara atau sebab yang mengantarkan kepada maksud al-syari' (pembuat syariat yaitu Allah 
dan rasulnya). Al-Tufi bahkan menyatakan bahwa, khususnya dalam persoalan mu’amalah, 
maslahah harus didahulukan daripada petunjuk spesifik nash (al-Qur’an dan hadits), karena 
Maslahah pada dasarnya adalah ― apa yang memenuhi tujuan pembuat hukum (syari’ah)‖. 
Adapun ulama setelahnya, yaitu al-Qarafi (d. 1285 H/ 1868 M) menghubungkan maslahah dan 
al-Maqasid dengan kaidah yang bermakna bahwa tujuan apa pun yang termasuk maqashid tidak 
sah kecuali untuk untuk mendatangkan maslahah atau mencegah mafsadah (Auda, 2007; Thahir, 
2019, hlm. 63). 
Momen strategis perkembangan konsep Maqasid al-Shari`ah terjadi di tangan Abu Ishaq 
as-Syatibi (w.790 H/1388 M). Ia adalah tokoh yang memberikan landasan dan legitimasi kuat 
terhadap teori Maqasid al-Shari`ah dalam kerangka asas hukum Islam. Maqhasid syariah yang 
pada mulanya dianggap hanya sekedar maslahat maslahat lepas atau tidak ada ada dukungan 
teks suci (Al masalih Al mursalah), menjadi kaidah-kaidah syariat atau asas-asas utama dalam 
hukum Islam. Menurut Shatibi aturan manapun yang dibuat atas nama syari’at tidak dapat 
melangkahi al-maqashid. Lebih lanjut ia beranggapan bahwa pengetahuan akan Al maqashid al-
Shari`ah adalah syarat utama bagi ijtihad pada segala tingkatan(Auda, 2008). Kini Maqasid al-
Shari`ah dikenal luas sebagai dalam bidang ushul fiqh (Islamic principles of jurisprudence), 
sebagai salah satu asas dan prinsip hukum Islam (Sumitro dkk., 2017, hlm. 69).  
Tujuan syariah (maqasid al-syari'ah) yang disepakati ulama adalah lima hal. Kelima hal 
tersebut dikenal luas sebagai al-kulliyat al-khams (the five universal) atau dalam istilah lain 
disebut dengan al-daruriyat al-khoms. Yaitu perlindungan terhadap agama (al-Dien), kehidupan 
(al-Nafs), pikiran (al-‘aql), keturunan (al-Nasl), dan properti (al-maal) (al-Buthi, 1982, hlm. 
250). Dalam perkembangan selanjutnya beberapa ulama kontemporer mengembangkan konsep 
baru mengenai tujuan syariah tersebut, seperti Muhammad Al-Tahir Ibn 'Ashur (w. 1973) yang 
melampaui lima yang asli dan menambahkan dua lainnya yaitu kesetaraan dan kebebasan (Ibn 
Ashur, 2001). Namun pendapat ini banyak mendapat kritik dan tidak diterima secara luas 
dikalangan ahli hukum Islam (Auda, 2007, hlm. 23). 
Perlindungan agama (hifz al-din) pada awalnya hanya berkaitan dengan larangan dan 
kreteria murtad (keluar dari Islam). pada perkembanganya ulama Ushul Fiqh setelah al-Ghazali, 
seperti al-Shatibi, dan al-Tahir ibn 'Asyhur, mengaitkan perlindungan agama (hifz al-din) dengan 
semua aspek ajaran Islam, mulai dari keyakinan (aqidah), ibadah, dan lainya. Dalam era 
kontemporer konsep penjagaan agama juga bergeser, tidak hanya tentang masalah agama, tetapi 
merambah juga pada kebebasan beragama. (Auda, 2007) 
Sedangkan perlindungan kehidupan (hifz al-nafs) pada awalnya dikaitkan dengan 
masalah yang lebih spesifik, yaitu larangan membunuh (muzjirah qatl al-nafs). Namun dalam 
perkembangan selanjutnya perlindungan kehidupan dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan 
dasar manusia untuk mempertahankan eksistensi kehidupanya. Kehidupan manusia apapun jenis 
kelaminnya, ras dan statusnya tidak ternilai harganya dari perspektif Islam, oleh karena itu harus 
dilindungi. Syari'ah menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti 
penyediaan makanan dan minuman yang cukup dan melarang segala sesuatu yang dapat 
menyebabkan kematian.(al-Buti 1982; Ibn Ashur 2001). 
Perlindungan akal (hifz al-nafs) pada awalnya hanya dikaitkan dengan larangan 
mengkonsumsi minuman beralkohol (al-khamr) karena pengaruhnya yang merusak pikiran. 
Namun dalam perkembangan selanjutnya konsep penjagaan akal berkembang seiring dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Istilah ini kemudian diperluas menjadi 
kewajiban untuk terus mencari ilmu sampai akhir hayat, kewajiban untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan baik untuk kepentingan individu maupun publik hingga ide-ide mengenai 
kebebasan berpikir(Thahir, 2019, hlm. 41). 
Islam menjaga kesucian garis keturunan manusia dengan menganjurkan pernikahan 
sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan keturunan. Segala perbuatan yang dapat 
menimbulkan gangguan atau kekacauan terhadap keturunan seperti perzinahan dianggap sebagai 
dosa besar dan harus dihindari. Pelestarian kekayaan berarti bahwa syariah bertujuan untuk 
melindungi properti manusia dari kehancuran atau pengalihan kepemilikan dengan cara bathil 
dan juga adanyha harta yang dialihkan ke tangan orang lain tanpa kompensasi (Ibn Ashur, 2001). 
 
1. Daruriyyah, Hajiyah dan Tahsiniyah 
Dalam upaya mewujudkan dan memelihara lima unsur tujuan syariah (al-kulliyat al-
khams) tersebut, al-Shaṭibi membagi kemaslahatan dalam Maqasid Syariah menjadi tiga 
kategori, yaitu al-Maqasid al-Daruriyyat (tujuan utama, dasar); al-Maqasid al-hajiyyat (tujuan 
sekunder); dan al-Maqasid al-Tahsiniyyat (tujuan tersier)(al-Shatibi, 1971, hlm. 6)  
Al-Maqasid al-Daruriyyat menurut Shatibi adalah: suatu perkara yang kehadirannya 
diperlukan untuk mewujudkan kebaikan agama dan dunia. Sebaliknya, ketidakhadirannya akan 
membuat dunia dan agama tidak stabil, bahkan rusak, dan akan menyebabkan hilangnya 
keselamatan dan  kebahagiaan di akhirat (al-Shatibi, 1971, hlm. 6). Dengan kata lain Al-Maqasid 
al-Daruriyyat merujuk kepada perkara yang akan mengantarkan kepada eksisnya lima unsur 
tujuan syariah (al-kulliyat al-khams). Sebaliknya menolak segala sesuatu yang dapat 
mengakibatkan hilangnya salah satu dari lima unsur tujuan syariah juga dapat dianggap sebagai 
Al-Maqasid al-Daruriyyat (Thahir, 2019, hlm. 46). 
Adapun al-Maqasid al-hajiyyat adalah sesuatu yang diperlukan untuk mendatangkan 
kemudahan dan menghilangkan keterbatasan yang dapat menimbulkan kesulitan dan membuat 
apa yang dicari menjadi terabaikan. Jika perkara ini tidak ada maka akan mendatangkan 
kesulitan, walaupun tidak sampai pada kerusakan (Al-Raisuni, 1992, hlm. 146). Singkatnya, al-
Maqasid al-hajiyyat berhubungan dengan penghindaran terhadap kesulitan. Ini adalah semangat 
yang di dibangun syariat Islam. Semangat ini tercermin dalam semua aspek kehidupan, baik 
dalam ritual maupun muamalah, seperti keringanan (rukhsah) meringkas shalat (qasar) bagi 
yang sakit atau dalam perjalanan dan sebagainya (Thahir, 2019, hlm. 46). 
Sedangkan al-Maqasid al-Tahsiniyyat menyangkut pelaksanaan tradisi yang baik atau 
akhlak yang mulia. Termasuk juga kemaslahatan yang dapat meningkatkan harkat dan martabat 
seseorang di masyarakat dan di sisi Allah SWT. Tidak adanya tahsiniyyat tidak menyebabkan 
rusaknya kehidupan manusia juga tidak akan membawa kesulitan bagi kehidupan manusia, tetapi 
hanya menyangkut ahlak yang luhur dan tradisi yang baik (Al-Raisuni, 1992, hlm. 227). Al-
Qarafi, sepeti dikutip A. Halil Thahir (2019), mengatakan bahwa perkara yang termasuk dalam 
kategori tahsiniyyah dikenal juga dengan pelengkap (ma huwa mahal altatimmat), karena 
berfungsi untuk melengkapi kemaslahatan. Beberapa contoh adalah membersihkan kotoran 
dibadan dan pakaian,menggunakan make-up, sopan santun makan dan minum, menghindari 
makanan dan minuman yang menjijikkan, terlalu boros dan terlalu hemat dan lainya (Thahir, 
2019, hlm. 47) 
Penerapan tiga kategori Maslahah dalam Maqhasid Syariah ditunjukkan pada tabel 

















Sholat jama’dan qasr  
bagi para musafir. 
Ketaatan beragama dan 
penghormatan terhadap 
harkat dan martabat manusia 
serta pelaksanaan kewajiban 
agama seperti menutup aurat, 













minuman yang enak 
Pembentukan tata krama 
dalam makan; Perlindungan 
diri sendiri dari penghinaan 






yang merusak akal 
pikiran, seperti minum 






(tidak memabukan)  
Menahan diri dari berpikir 




dan larangan seks yang 




dalam akad nikah, 
hak talaq bagi suami 
dan hak khulu’ bagi 
istri, dan kewajiban 
menutup aurat di 
hadapan non 
muḥrim. 
Kewajiban lamaran (khiṭbah) 
dan resepsi (walimah) dalam 
pernikahan 




Penyediaan harta (hak 
milik) dan larangan 
penguasaan yang tidak 




akad salam (pesanan) 
Larangan melakukan 
transaksi yang mengandung 
gharar (spekulasi) 
Klasifikasi maslaḥah dalam Maqashid syariah di atas akan membantu untuk 
menganalisis kasus-kasus hukum yang mengandung kontradiksi antara maslahah. Ketika 
kontradiksi antara dua maslahah daruriyyat, prioritas harus diberikan kepada yang tertinggi di 
antara lima prinsip dasar, yaitu penjagaan agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta. 
Sedangkan jika terjadi kontradiksi antara maslahat daruriyat, hajiyat dan tahsiniyyat maka 
prioritas diberikan pada maslahat yang lebih kuat.Daruriyat adalah maslahat paling kuat; 
kemudian hajiyyat dan terkahir tahsiniyat. Dengan demikian daruriyat diprioritaskan di atas 
hajiyyat dan hajiyyat diprioritaskan di atas tahsiniyyat. Pemberian skala prioritas ini untuk 
menentukan mana perkara yang harus didahulukan ini dalam kajian fiqih dikenal dengan fiqh 
prioritas (fiqh al-awlawiyyat) (Qaradawi, 2012). 
2. Saling keterhubungan antar Maslahah (Interconnected maslahah)  
Hirarki antar maslahat telah disebutkan diatas. Namun sebenarnya kelima maslahat yang  
terangkum dalam lima prinsip dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) tersebut saling 
terkait dan saling mendukung satu sama lain. Konsep ini dikemukakan oleh A. Halil Thahir 
(2019) dengan sebutan Interconnected maslahah.  
Thahir menjelaskan bahwa maslahat saling terkait. Misalnya, meskipun tujuan akhir dari 
shalat lima waktu wajib adalah untuk memelihara kemaslahatan agama (hifẓ al-din), shalat 
terkait dengan perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Siapa pun yang ingin Shalat 
harus bersih dari hadits dan najis, dan dianjurkan didahului dengan menggunakan tusuk gigi 
(siwak) dan mandi sebelum sholat Jum'at. Semua aturan dalam shalat ini bertujuan untuk 
menjaga kebaikan hidup. Siapapun yang akan melaksanakan shalat juga harus dalam keadaan 
sadar. Allah sangat melarang seorang pemabuk untuk ―mendekati‖ shalat. Jadi, shalat juga 
berkaitan dengan penjagaan akal. Sholat yang dilakukan dengan cara yang benar dan ikhlas akan 
menjauhkan seseorang dari kemunkaran (fakhsha’), seperti zina dan juga hal-hal yang munkar 
secara agama dan sosial. Kebaikan yang dimunculkan shalat juga termasuk hifz al-Nasl 
(pemeliharaan keturunan). Sholat juga mengajarkan kedisiplinan jika dilakukan tepat waktu dan 
konsisten. Bahkan, Allah juga memerintahkan agar seseorang menghadiri shalat Jumat agar tidak 
membuang waktu. Setelah salat Jum’at seseorang harus segera menyebar ke muka bumi untuk 
mencari nafkah (fadl Allah). Dengan demikian, perintah Allah untuk menjadikan shalat sebagai 
sarana pertolongan (isti’anah) dalam kehidupan, termasuk dalam bekerja, disertai dengan 
realisasi imperatifnya. Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa shalat juga berkaitan 
dengan perlindungan harta (hifẓ al-mal). (Thahir, 2019, hlm. 71) 
 
 
C. Maqasid al Shariah dalam Perekonomian dan Bisnis Property 
Umer chapra mengemukakan bahwa tujuan dari semua aktifitas ekonomi, adalah 
tercapainya kesejahteraaan manusia, yang diwakili dengan konsep falah dan hayat thayyibah 
(good life). Falah secara literal diartikan sebagai kesuksesan, kemenangan, atau kemuliaan, 
sedangkan hayat thayyibah dimaknai sebagai kehidupan yang baik. Hal ini mengacu pada pada 
konsep kesejahteraan yang meliputi aspek material, spiritual, moral dan sosio-ekonomi di dunia 
dan akhirat. Pada tingkat mikro, kesejahteraan tersebut mengacu pada situasi di mana seorang 
individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, menikmati kebebasan dan kesenangan yang 
diperlukan bagi kemajuan spiritul dan materialnya (Chapra, 1995, hlm. 6). 
Chapra menyebutkan bahwa untuk merealisasikan falah dan hayātan thayyibah  
dibutuhkan adanya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Merujuk pada Al- Ghazali, Chapra 
mengemukakan kebutuhan dasar manusia yang harus direalisasikan untuk mencapai falah dan 
hayat thayyibah , yaitu  apa terangkum dalam konsep maqāshid al-syari’ah yang meliputi 
terpenuhi atau terjaganya iman (faith), hidup (life), intelektual (intellect), keturunan (posterity) 
dan harta/kekayaan (wealth)(Chapra, 1995, hlm. 7). 
Dari sini kemudian dapat dilihat bagaimana hubungan pengembangan bisnis property dan 
maqhasid syari’ah. Sebagai salah satu aktivitas bisnis, pengembangan property apapun itu, baik 
perumahan, pergudangan, apartemen, pertokoan dan lainya pada dasarnya adalah upaya untuk 
mewujudkan falah. Dan falah dapat direalisasikan dengan terpenuhinya kelima kebutuhan dasar 
manusia yang terkandung dalam Maqhasid Syari’ah (P3EI, 2014, hlm. 6). Dengan kata lain 
pengembangan property, termasuk perumahan, harus diorientasikan untuk memenuhi lima hal, 
yaitu hifdzu dien (terjaganya agama) hifdzu nafs (terjaganya jiwa), hifdzu aql (terjaganya akal), 
hifdzu nasl (terjaganya keturunan) dan hifdzul maal (terjaganya harta). Jadi, keseluruhan 
pengembangan properti, mencakup semua aspek kegiatan dalam bisnis property secara umum 
harus mengacu kepada tujuan syariah  
 
D. Perumahan Islami 
Sebenarnya hingga kini tidak ada konsep baku mengenai perumahan Islami. Ada 
beragam perspektif dan tawaran secara teoretis terkait rumusan apa dan bagaimana konsep 
perumahan Islami. Keragaman ini semakin terlihat dalam tataran praktis dilapangan. Perumahan 
yang berlabel Islam atau syariah masing-maing mempunyai konsep tersendiri mengenai 
perumahan Islami, sesuai dengan pemahaman dan kreativitas pengembangnya. Namun secara 
teoretis, ada dua pendekatan untuk memahami perumahan Islam. Pertama memahami perumahan 
Islam sebagai sebagai produk masyarakat Islam, atau kebudayaan Islam, sedangkan pendekatan 
kedua melihat perumahan Islam sebagai sebuah refleksi dari nilai-nilai dan prinsip dasar Islam. 
Cara pandang kedua inilah yang lebih banyak digunakan dan dinilai lebih sesuai. Karena produk 
kebudayaan Islam belum tentu berdasarkan nilai-nilai Islam (Utabertha, 2004). 
Secara definitif Almulla Hwaish (2015) mendefinisikan kata rumah sebagai ―the 
habitable and comfortable place to live in harmony without any problems” ( tempat yang nyaman 
dan memadai untuk hidup dalam harmoni tanpa masalah). Sedangkan ―islamic house‖ dimaknai 
sebagai:  ― rumah dengan nilai Islami yang dimulai dari niat yang baik, filosofi dan konsep yang 
jelas, untuk mencapai kesempurnaan konstruksi bangunan yang sesuai dengan ajaran Islam 
(Almulla Hwaish, 2015). 
Dalam kebudayaan Arab, rumah disebut sebagai ― sakan‖ yang mempunyai referensi dari 
kata ― sakinah‖ yang berarti ketenangan, yang disebutkan dalam al-Qur’an. Yusuf Qardhawi, 
seperti dikutip Budiyono Santoso, mendefinisikan rumah sebagai‖ tempat seseorang untuk 
berlindung dari cuaca, pembatasan dan tekanan masyarakat, dan tempat untuk mengistirahatkan 
tubuh dan fikiran‖(Santoso dkk., 2020, hlm. 54). 
Dari definisi tersebut terlihat bahwa fungsi rumah salah satunya adalah untuk berlindung 
dari cuaca, mengistirahatkan badan dan fikiran juga sebagai tempat untuk melindungi privasi. 
Disamping itu, Almulla Hwaish juga mengemukakan fungsi rumah lainnya, yaitu sebagai tempat 
untuk berekspresi dan memperkuat hubungan keluarga. Nabi Muhammad mengatakan bahwa 
rumah adalah tempat terbaik di dunia. Nabi bahkan dalam salah satu hadits menyatakan bahwa 
rumah termasuk dalam 4 pilar kebahagiaan atau sumber kebahagiaan didunia (Ibn Hibban, t.t.).  
Berkaitan dengan fungsi rumah, sebagai tempat tinggal seperti disebut di atas, Arifin 
Ilham memaparkan beberpa fungsi rumah menurut ajaran Islam, yaitu (Arifin Ilham, 2014): 
1. Al-musholla, ini berarti rumah berfungsi sebagai tempat ibadah  
2. Al-madrasah, rumah sebagi tempat untuk mendidik anak dan anggota keluarga 
3. Al-junnah, rumah berfungsi sebagai penjaga (benteng) untuk melindungi keluarga 
dari bahaya penyakit dan kerusakan sosial. 
4. Al-maskanah, rumah sebagai tempat relaksasi atau mengistirahatkan badan dan 
fikiran 
5. Al-maulud, berarti tempat untuk memperbanyak keturunan 
6. Al-markaz, bearti rumah berfungsi sebagai pusat kosentrasi untuk mempersiapkan 
generasi yang tangguh 
7. Al-mahya-us sunnah, berkaitan dengan fungsi rumah sebagai tempat untuk 
menghidupkan amal sunah Rasulullah, seperti cara makan, minum, adab hubungan 
suami istri, dan sebagainya. 
8. Al-marham, berarti tempat untuk memuliakan dan berinteraksi sosial dengan 
tetangga, sahabat dan sesama. 
Dengan demikian perumahan Islami seharusnya adalah rumah yang dapat menjalankan 
fungsi-fungsi tersebut. Dan penataan ruang dan implementasi arsitekturnya mendukung fungsi 
rumah tersebut. Dan yang lebih penting rumah tersebut dapat melayani semua kebutuhan 
fungsional semua penghuninya dan cocok dengan gaya hidup dan budaya pemiliknya. 
E. Prima Land profil 
Perumahan De Prima Tunggulwulung merupakan perumahan dengan konsep Islami 
terbesar di Kota Malang. Perumahan ini dikembangkan oleh developer perumahan yang fokus 
kepada pengeembangan properti syariah, yaitu Primaland. Primaland adalah salah satu unit usaha 
dari Holding Prima Group. Sedangkan Prima Group sendiri merupakan perusahaan induk yang 
memiliki 12 unit bisnis dan sebuah yayasan sosial. Primaland bergerak di bidang properti dan 
konstruksi, selain itu juga bergerak dalam bidang konsultan dan desain. 
Perusahaan ini dirintis pada tahun 2008. Diawali dari usaha mengelola dan memasarkan 
beberapa unit rumah dan ruko. Kini Primaland sukses mengelola berbagai proyek properti di 
berbagai sudut kabupaten Malang dan kota Malang. Primaland dan Prima Group merupakan 
perusahan yang mempunyai komitmen tinggi untuk menjadi perusahaan islami . Komitmen ini 
tercermin dari berbagai aspek, mulai dari cita-cita perusahaan sampai budaya kerja. Ini tercermin 
dalam visi perusahaan, yaitu : ―Menjadi developer Islami terbesar di Indonesia‖. Primaland juga 
merumuskan cita-citanya sebagai perusahaan properti dengan misi menjadi developer yang 
amanah, membentuk kawasan hunian islami , memberikan manfaat dunia dan akhirat dan 
melahirkan pemimpin umat dari masjid (Santoso dkk., 2020) . 
Perkembangan Primaland sebagai perusahaan properti syariah kini semakin pesat. 
Kinerja Primaland sebagai developer syariah telah diakui oleh banyak pihak. Salah satu 
bentuknya dalam acara Silaturahim Kerja Nasional (SILAKNAS) VI Developer Properti Syariah 
Award 2021  yang diselenggarakan Asosiasi Developer Properti Syariah (ADPS), Primaland 
terpilih menjadi ―Developer Terbaik 2021‖(Primaland, 2019). 
F. Maqasid al Shariah dalam Perumahan Islami Prima Land 
Seperti dipaparkan sebelumnya Maqashid al Syariah orientasi semua aktifitas ekonomi. 
Dalam pengembangan bisnis perumahan konsep Maqashid al Syariah tidak hanya diwujudkan 
dalam ketiadaan riba dalam transaksi kepemilikan, melainkan harus menjadi orientasi dalam 
seluruh aspek pengembangan perumahan. Mulai dari proses transaksi kepemilikan, penatan 
lingkungan dan penyediaan fasilitas umum serta manajemen dan pengelolaan sosial di dalam 
perumahan tersebut. Dalam kajian ini kami menganalisis berbagai aspek dalam pengembangan 
perumahan de Prima dengan perspektif Maqashid al Syariah, baik dalam kategori daruriyyat, 
hajoyyat dan tahsiniyyat.  
1. Hifdz al Din  
Sebagai peruamahan yang dikembangkan dengan konsep Islami, perumahan De Prima 
berupaya mengimlementasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh proses pengembangan 
perumahan. Analasis maslahat dalam aspek penjagaan agama Hifdz al-Din diupayakan dalam 
kategori sebagai berikut. 
Kategori maslahat daruriyyat dalam Hifdz al-Din dari pengembangan perumahan terkait 
upaya-upaya untuk memastikan terlaksananya kewajiban agama. Dalam hal ini adanya masjid 
dalam perumahan merupakan kebutuhan daruriyyat (primer). Jika tidak ada masjid maka umat 
Islam dalam perumahan tersebut, khususnya laki-laki, tida dapat menunaikan kewajiban shalat 
Jum’at. Dengan pemahaman yang sama, adanya transaksi kepemilikan rumah yang dilakukan 
tanpa riba juga dapat dikategorikan sebagai maslahat daruriyyat. Karena memakan riba adalah 
larangan agama. Dengan adanya transaksi tanpa riba di perumahan De Prima, umat Islam dapat 
menjalankan perintah agama untuk tidak menggunakan transaksi yang dilarang. 
Dalam kategori maslahat hajiyyat berkaiatan dengan aspek-aspek penunjang dalam 
pelaksanaan ajaran agama. Dalam konteks perumahan De Prima, hal ini diwujudkan diantaranya 
dengan memastikan terlaksananya shalat jamaah lima waktu di masjid untuk memudahkan para 
penghuni perumahan menunaikan shalat lima waktu. Adanya amil zakat yang dikelola masjid, 
adanya biro perjalanan Haji dan Umrah dan lainya.  
Perwujudan Maslahat Tahsiniyyat dalam penjagaan agama terkait dengan aktivitas dan 
fasilitas penunjang perumahan yang menunjang ketaatan beragama. Seperti halnya adanya majlis 
ta’lim yang diadakan setiap ba’da shalat fardhu di masjid perumahan, adanya rumah tahfidz yang 
dikelola pengembang perumahan, adanya pembiasaan budaya Islami dalam perumahan yang 
diprakarsai para karyawan primaland. Serta adanya kegiatan pembelajaran baca-tulis al-Qur’an 
untuk anak-anak dan juga dewasa yang diprakasai takmir masjid dan Yayasan sosial milik 
pengembang perumahan. Selain itu jkuga adanya fasilitas olah raga yang mengacu pada sunah 
nabi seperti lapangan berkuda, memanah dan kolam renang. 
2. Hifdz al-Nafs 
Maqhasid syariah dalam perumahan de Prima dari  Unsur Hifdz al-Nafs (perlindungan 
jiwa) terkai dengan upaya-upaya untuk menjaga kehidupan, terkait dengan pemenuhan 
kebutuhan fisik dan kesehatan. Maslahat daruriyyah dalam hal ini salah satunya adalah adanya 
fasilitas penyedia kebutuhan makanan dan fasilitas kesehatan, seperti klinik atau rumah sakit. 
Dalam hal ini perumahan de Prima terlihat tidak cukup memberikan perhatian. Ini terlihat 
dengan tidak adanya fasilitas kesehatan dan penyedia kebutuhan pangan yang memadai. Di 
dalam perumahan tidak ditemukan fasilitas kesehatan representatif yang menyediakan fasilitas 
UGD (unit Gawat darurat). Sedangkan Rumah sakit terdekat berjarak sekitar 6 km dari lokasi 
perumahan. Sehingga jika ada keadaan darurat dalam perumahan akan sulit untuk mendapat 
penanganan dan pertolongan secara cepat. 
Aspek Maslahat hajiyyat terkait dengan adanya fasilitas untuk menunjang kesehatan dan 
pemenuhan kebutuhan pokok. Dalam perumahan de Prima hal ini diwujudkan dengan adanya 
taman, fasilitas olah raga seperti kolam renang, lapangan berkuda dan lainya. Namun, penyedia 
makanan seperti food court atau rumah makan tidak ditemukan dalam perumahan. 
Maslahat tahsiniyyat diwujudkan dengan adanya lingkungan yang bersih dan sehat. Ini 
diupayakan dengan manajemen sanitasi dan pengelolaan sampah yang baik. Selain itu juga 
dengan dilarangnya merokok di fasilitas umum.  
3. Hifdz al-Aql 
Hifdz al-Aql terkait dengan upaya-upaya menjaga eksistensi akal fikiran manusia. Dalam 
konteks perumahan hal ini terkait dengan penyediaan fasilitas dan program-program yang terkait 
dengan pencegahan upaya destruktif bagi fikiran serta pengembangan pendidikan. Dalam lavel 
daruriyyah upaya hifdz al-Aql yang dilakukan dalam perumahan De Prima diwujudkan dengan 
pelarangan mutlak untuk mengkonsumsi minuman keras dan narkoba dalam lingkungan 
perumahan. Pelarangan ini disertai dengan kegiatan aktif menjaga lingkungan yang dilakukan 
warga dan petugas keamanan perumahan dengan bekerjasama dengan aparat pemerintah seperti 
Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga terkait lainya.  
Dalam lavel hajiyyat perlindungan terhadap akal dalam perumahan terkait dengan 
penyediaan fasilitas pendidikan dan pengembangan pengetahuan. Dalam konteks ini perumahan 
De Prima menginisiasi rumah-rumah tahfidz dan lembaga pendidikan Al-Qur’an yang dikelola 
yayasan dibawah manajemen pengembang. Rumah tahfidz dan lembaga pendidikan Al-Qur’an 
tersebut selain mengajarkan pengetahuan Islam, juga membekali siswanya dengan pengetahuan 
umum, seperti pengembangan teknologi informasi dan juga pengetahuan enterpreneurship. 
4. Hifdz al-Nasl 
Dalam konteks perumahan, hifdz  al-Nasl berkaitan dengan upaya-upaya dan penyediaan 
fasilitas  dalam rangka menghindari hal-hal yang dianggap dapat menimbulkan kekacauan 
terhadap keturunan seperti perzinahan. Selain itu juga upaya-upaya untuk menjaga kesehatan 
organ reproduksi, menjaga kesehatan ibu hamil, dan perlindungan anak. 
Dalam lavel daruriyyah upaya hifdz al-Nasl direalisasikan dengan berbagai upaya 
mencegah tindakan asusila dilingkungan perumahan, terkait hubungan pria-wanita diluar nikah. 
Seperti kontrol ketat terhadap pengunjung guest house, kontrakan atau kost di lingkungan 
perumahan. Terkait dengan upaya hifdz al-Nasl pada level tahsiniyyat adalah adanya kajian dan 
konsultasi mengenai pembangunan keluarga sakinah yang dilakukan pengembang bekerjasama 
dengan yayasan dan takmir Masjid. Selain itu, adanya taman bermain dan masjid ramah anak 
juga dapat dimaknai sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kenyamanan keluarga yang 
menjadi tujuan hifdz al-Nasl. 
5. Hifdz al-mal 
Pemeliharaan harta (hifdz al-Mal) dalam konteks perumahan terkait dengan upaya-upaya, 
layanan dan fasilitas untuk mencegah tindakan perpindahan  hak harta (property) dengan cara-
cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. dengan demikian hal ini erat kaitanya dengan pola 
pengamanan kawasan perumahan dan juga model transaksi kepemilikan perumahan berikut 
transaksi pendukungnya. 
Dalam lavel maslahahat daruriyyat  hifdz al-Mal  dalam perumahan De Prima 
direalisasikan dengan adanya sistem  pengamanan terpadu untuk mencegah terjadinya tindak 
kejahatan yang dalam perumahan. Salah satunya dengan  menetapkan akses masuk dan keluar 
perumahan dalam satu pintu saja. Sistem ini biasa disebut one gate system. Jalan atau skses 
masuk dan keluar tersebut juga dijaga oleh petugas keamanan (satpam) yang akan memberikan 
kartu akses kepada pengunjung perumahan baik yang berkendaraan maupun pejalan kaki, dan 
kartu akses tersebut harus diserahkan kembali ke pos Keamanan saat keluar. Selain itu, kamera 
pengawas (CCTV) juga dipasang diberbagai kawasan strategis perumahan. Selain itu, area 
perumahan juga dikelilingi pagar pembatas sesuai dengan site plan perumahan yang 
direncanakan. 
Selain itu berkaitan dengan upaya untuk mencegah perolehan harta dengan cara-cara 
yang haram dalam transaksi kepemilikan rumah dan transaksi turunanya, Manajemen Primaland 
berkomitmen untuk menghindari riba. Komitmen itu tidak saja diwujudkan dengan meniadakan 
komponen bunga dalam pembayaran. Lebih dari itu, sebagai langkah kehati-hatian,  manajemen 
Primaland memutuskan untuk tidak menggunakan jasa Bank. Selain tanpa riba, Primaland salah 
satu menerapkan kebijakan yang adil dalam pembarayaran angsuran dan penyelesaian 
wanprestasi oleh pembeli. Tidak seperti pengembang kebanyakan yang menetapkan denda atas 
keterlambatan pembayaran angsuran, Primalnd tidak mengenakan denda apapun bila pembeli 
yang terlambat dalam membayar angsuran biaya pembelian rumah. Penyelesaian masalah 
keterlambatan pembayaran ditekankan kepada pendekatan musyawarah sampai pada jadwal 
ulang pembayaran atau memundurkan tenor masa pembayaran. Jika pembeli pada akhirnya 
memang tidak bisa menyelesaikan pembayaran, maka properti dijual bersama. Hasil penjualan 
properti tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pembeli. Pengembang  hanya menerima sesuai 
dengan jumlah tunggakan pembayaran ansuran. 
Dalam level hajiyat penjagaan terhadap properti atau kekayaan diwujudkan dengan 
adanya pengembangan sistem pengamanan komunitas. Hal ini diupayak dengan meniadakan 
pagar demi mempererat persaudaraan dan silaturrahim antar tetangga. Hal ini didasarkan pada 
bahwa perspektif keamanan yang digunakan bukan hanya dalam kacamata fisik. Keamanan 
dalam perspektif fisik adalah membangun keamanan dengan sarana fisik, seperti membangun 
pagar yang terbuat dari besi atau semacamnya. Sedangkan keamanan dalam perspektif lebih luas 
adalah dengan membangun sarana berupa penjagaan secara komunal. Dalam arti yang sederhana 
pagarnya bukan berupa pagar besi, tapi pagarnya adalah tetangga kanan kirinya yang saling 
tolong menolong dan saling menjaga. 
G. Kesimpulan  
Secara umum perumahan De Prima Kota Malang telah melakukan pengembangan 
perumahan Islami sesuai dengan maqasih syariah. Hal itu terlihat dari telah terpenuhinya 
berbagai aspek al-kulliyat al-khams (the five universal) dalam maqasid Syariah dalam 
pengembangan perumahan. Konsep Islam dalam pengembangan perumahan tidak hanya 
diaplikasikan dalam transaksi pembiayaan dan proses kepemilikan rumah, melainkan juga pada 
seluruh proses  pengembangan perumahan. Mulai dari penataan lingkungan sampai pada 
pengelolaan hubungan sosial didalamnya. Tak kalah penting, pengembang juga  berupaya 
penerapan etika bisnis islami dalam budaya organisasi. 
Namun berdasarkan kajian din tiap-tap unsur Maqasid Syariah yaitu perlindungan 
terhadap agama (al-Dien), kehidupan (al-Nafs), pikiran (al-‘aql), keturunan (al-Nasl), dan 
properti (al-maal), terlihat adanya ketidak seimbangan atar unsur maqasid. Penjagaan terhadap 
agama terimplementasikan dengan baik melalui berbagai fasilitas umum dan pengorganisasian 
berbagai kegiatan yang menunjang dakwah dan terlaksananya ajaran Islam. Namun disisi lain 
penjagaan terhadap jiwa / kehidupan (al-Nafs) tidak terealisasi dengan baik. Ini terlihat dari tidak 
adanya fasilitas kesehatan yang memadai, baik di dalam perumahan maupun diluar perumahan 
yang dapat dijangkau dengan cepat. 
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